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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
 
Evaluasi kebijakan KTP elektronik (KTP-el) di Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Sukabumi pada umumnya sudah berjalan dengan baik, 
dilihat dari 6 kriteria penting dari proses evaluasi kebijakan KTP elektronik (KTP-
el) sebagaimana yang dikemukakan oleh Dunn, yakni : 
1. Kriteria efektivitas dalam pelaksanaan program KTP-el di Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, secara umum dikatakan 
sudah efektif karena administrasi kependudukan sudah semakin tertib dengan 
adanya KTP-el. Meskipun masih terdapat beberapa hambatan yang terjadi 
pada saat pelaksanaanya seperti  kekosongan blanko. 
2. Efisiensi terkait dengan pengadaan bahan baku KTP-el yakni blanko dan tinta 
untuk saat ini masih belum efisien karena dengan biaya yang cukup besar 
untuk satu KTP-el, pemanfaatannya belum menyeluruh yaitu sebagai kartu 
multifungsi yang diintegrasikan dengan Kartu Indonesia Pintar dan BPJS 
Kesehatan serta belum berjalannya intruksi dari kemendagri mengenai 
pemanfaatan KTP-el dengan menggunakan card reader  dan juga dari segi 
waktu dalam pembuatan KTP-el ini memakan waktu berminggu-minggu 
karena kendala kekosongan blangko. 
3. Dalam kriteria kecukupan yakni seberapa jauh alternatif yang ada dapat 
memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah 
yang terjadi. Dan temuan di lapangan pelaksanaan KTP-el ini belum dapat 
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memuaskan kebutuhan operator kecamatan dimana masih kurang memadainya 
sarana dan prasarana yakni diperlukan penggantian alat perekaman yang baru 
dan pengadaan mesin pencetak di setiap kecamatan supaya pelayanan dalam 
pembuatan KTP-el bisa lebih maksimal.. Untuk sumber daya manusia Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah cukup diberikan pelatihan. 
4. Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil dan Kecamatan sudah sangat optimal dan merata dengan dukungan 
jemput bola dan luas wilayah yang terjangkau.  
5. Kriteria responsivitas dalam pelaksanaan KTP-el di Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Sukabumi bahwa hasil dan ketanggapan dalam 
pelaksanaan ini dinilai cukup baik. Respon baik dari masyarakat dan 
pemerintah pada dasarnya mendukung program ini. 
6. Program KTP-el sudah cukup tepat dengan memberikan dampak yang baik 
bagi masyarakat, pemerintah, perbankan ataupun perusahaan swasta lainnya. 
Beberapa dampaknya yaitu NIK KTP-el tidak bisa digandakan sehingga 
database menjadi lebih akurat dan kemudian dapat digunakan untuk 
kepentingan pembangunan dan juga dalam pemilu dan pilkada.  
5.2 Saran 
Adapun saran yang dapat peneliti berikan yaitu : 
1. Diharapkan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
mengumumkan jumlah ketersediaan blanko di papan pengumuman secara 
up to date. Dan hendaknya operator lebih teliti dan cermat dalam proses 
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perekaman KTP-el, dan masyarakat menjaga KTP-el supaya tidak mudah 
rusak. 
2. Hendaknya pihak Pemerintah Kota Sukabumi khususnya Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjalin kerjasama yang baik dengan 
instansi negeri dan swasta dalam pemanfaatan KTP-el. Dan diharapkan 
fungsi KTP-el dapat dimanfaatkan tidak hanya sebagai identitas diri, 
melainkan pemanfaatan yang multi fungsi seperti untuk pembayaran e-toll, 
pajak, asuransi, BPJS, dan pemanfaatan KTP-el untuk e-voting dalam 
pemilu dan pilkada . 
3. Diharapkan pihak Pemerintah Kota melakukan penggantian alat 
perekaman yang baru dan pengadaan mesin pencetak di setiap kecamatan 
supaya pelayanan dalam pembuatan KTP-el bisa lebih maksimal. Dan 
untuk peningkatan sumber daya manusia sudah cukup baik, namun 
diperlukannya pelatihan yang lebih intens agar sumber daya manusia di 
setiap kecamatan lebih berkualitas. 
